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RINGKASAN

IMPLIKASI YURIDIS INTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS

Oleh

Elsa Sari Dewi', Achmad Faishal?

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Notaris merupakan pejabat umum yang memperoleh kewenangan secara
atributifberdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan
Notaris. Dalam menjalankan tugasnya, notaris bersifat mandiri dan tidak berada
dalam lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Akta autentik
yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menjadi
instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum perbuatan hukum perdata,
termasuk pendirian koperasi. Terbitnya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025
yang menjadi dasar kebijakan program Koperasi Merah Putih menimbulkan
pertanyaan normatif mengenai sejauh mana instrumen kebijakan tersebut
berimplikasi terhadap kedudukan dan kewenangan notaris dalam sistem hukum
nasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat
preskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan
konseptual. Kajian difokuskan pada dua permasalahan pokok, yaitu kedudukan
hukum Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dalam hierarki peraturan
perundang-undangan dan implikasi yuridisnya terhadap peran notaris, serta
pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan dan independensi
notaris ditinjau dari asas legalitas, asas kepastian hukum, dan teori kewenangan
atributif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Instruksi Presiden secara yuridis
merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang bersifat internal administratif
dan tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022. Oleh karena itu, Instruksi Presiden tidak memiliki daya ikat
normatif terhadap masyarakat luas dan tidak dapat dijadikan dasar untuk
mengubah, membatasi, maupun memengaruhi kewenangan atributif notaris.

I'NIM: 2420216320003
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Kewenangan notaris yang diberikan langsung oleh undang-undang bersifat melekat
pada jabatan dan hanya dapat dimodifikasi melalui perubahan undang-undang,
bukan melalui kebijakan administratif. Meskipun secara normatif Instruksi
Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tidak mengubah kedudukan hukum notaris,
penelitian ini menemukan adanya implikasi yuridis tidak langsung dalam tataran
implementatif. Tekanan percepatan pembentukan koperasi berpotensi mendorong
penyederhanaan prosedur pembuatan akta yang bertentangan dengan prinsip
kehati-hatian dalam UUJN. Selain itu, persepsi bahwa koperasi dalam program
pemerintah memiliki legitimasi khusus dapat menimbulkan ketidakseragaman
perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum dan
kepastian hukum. Potensi tekanan administratif tersebut juga berisiko menggeser
posisi notaris dari pejabat umum yang independen menjadi pelaksana kebijakan
administratif.

Berdasarkan temuan tersebut, disimpulkan bahwa kebijakan Koperasi
Merah Putih harus ditempatkan sebagai instrumen koordinatif dalam ranah
eksekutif semata, tanpa menyentuh substansi kewenangan jabatan notaris.
Pemerintah perlu menegaskan batas yuridis Instruksi Presiden agar tidak ditafsirkan
melampaui fungsinya. Notaris sebagai pejabat umum wajib mempertahankan
independensi dan kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta, terlepas dari tekanan
kebijakan yang berlaku. Apabila diperlukan perubahan terhadap peran atau
kewenangan notaris dalam konteks program strategis nasional, hal tersebut harus
ditempuh melalui jalur legislasi yang sah demi terjaminnya kepastian hukum dan
perlindungan hukum bagi seluruh pihak.

viii



IMPLIKASI YURIDIS INSTRUKSI PRESIDEN
NOMOR 9 TAHUN 2025 TERHADAP KEDUDUKAN NOTARIS
Oleh:
Elsa Sari Dewi®, Achmad Faishal*

Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Instruksi Presiden, Notaris, Kewenangan Atributif, Koperasi Merah
Putih, Asas Legalitas, Kepastian Hukum.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik berdasarkan
Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Munculnya Instruksi Presiden (Inpres)
Nomor 9 Tahun 2025 mengenai program Koperasi Merah Putih menimbulkan
pertanyaan mengenai implikasi yuridisnya terhadap kedudukan dan kewenangan
Notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Inpres No.
9/2025 serta pengaruh kebijakan Koperasi Merah Putih terhadap kewenangan
Notaris menurut UUJN. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inpres No. 9/2025 merupakan instrumen
kebijakan administratif (beleidssregel) yang berada di luar hierarki peraturan
perundang-undangan, sehingga secara normatif tidak dapat mengubah atau
membatasi kewenangan atributif Notaris yang bersumber dari undang-undang.
Namun, secara implementatif, Inpres ini menimbulkan implikasi yuridis tidak
langsung berupa potensi tekanan administratif dan penafsiran kebijakan yang dapat
mengganggu independensi Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kebijakan
Koperasi Merah Putih berisiko menimbulkan inkonsistensi prosedur dan
mengancam prinsip kepastian hukum serta persamaan di hadapan hukum jika
dianggap memiliki legitimasi berbeda dari akta koperasi umum. Kesimpulannya,
Inpres No. 9/2025 tidak memiliki daya ikat normatif terhadap kewenangan Notaris,
tetapi batas antara kebijakan eksekutif dan kewenangan hukum harus dijaga ketat
guna menjamin independensi jabatan Notaris. Disarankan agar pemerintah
menegaskan batas fungsi Inpres sebagai instrumen koordinatif internal dan
memastikan kebijakan tersebut tidak mengintervensi prosedur kenotariatan yang
telah diatur oleh undang-undang demi menjaga kualitas akta autentik dan kepastian
hukum.
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JURIDICAL IMPLICATIONS OF PRESIDENTIAL INSTRUCTION
NUMBER 9 OF 2025 ON THE POSITION OF NOTARIES
By:

Elsa Sari Dewi’, Achmad Faishal®
Master of Notary Law, Lambung Mangkurat University, 109 pages

ABSTRACT

Keywords: Presidential Instruction, Notary, Attributive Authority, Red and White

Cooperative, Principle of Legality, Legal Certainty.

A Notary is a public official authorized to make authentic decds based on the Notary
Profession Act (UUJN). The issuance of Presidential Instruction (Inpres) Number 9 of
2025 concerning the Koperasi Merah Putih (Red and White Cooperative) program
raises questions about its juridical implications for the position and authority of
Notaries. This research is aimed at analyzing the legal standing of Presidential
Instruction Number 9 of 2025 and the influence of the Red and White Cooperative
policy on Notary’s authority according to the Notary Profession Act. This research
employs a normative juridical (doctrinal) method using statute approach and
conceptual approaches. The results indicate that Presidential Instruction Number 9 of
2025 is an administrative policy instrument (beleidsregel) outside the hierarchy of
legislation and therefore it cannot normatively change or limit the attributive authority
of the Notaries derived directly from statute. However, in implementation, this
Presidential Instruction creates indirect juridical implications in the form of potential
administrative pressure and policy interpretations that may interfere with a Notary's
independence. The Koperasi Merah Putih policy also risks causing procedural
inconsistencies and threatens the principles of legal certainty and equality before the
law if its deeds are perceived to carry different legitimacy from those of the deeds of
general cooperatives. In conclusion, Presidential Instruction Number 9 of 2025 has no
normative binding power over Notary’s authority, but the boundary between executive
policy and legal authority must be strictly maintained to ensure the independence of
the Notary position. It is recommended that the government clarify the functional
limits of Presidential Instruction as an internal coordinative instrument and make sure
that such policies do not intervene in the notarial procedures regulated in the legislation
in order to safeguard the quality of authentic deeds and legal certainty.
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